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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah saat ini dikritik karena 

semakin banyak instansi pemerintah seperti  mengabaikan  upaya perbaikan 

kinerja yang lebih efisien  dan efektif  karena kinerja instansi pemerintah tidak  

menunjukan peningkatan  yang lebih baik, keadaan ini  menyebabkan semakin 

meningkat permintaan dari masyarakat kepada pemerintah dengan tujuan 

pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik. 

Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan kinerja akuntabilitas 

untuk  menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. “Berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yaitu berupa Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan 

pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggungjawab” (Pamungkas, 2012) 

 Instansi pemerintahan atau pihak yang diberikan kepercayaan perlu 

memberikan laporan pertanggungjawaban dari  tugas yang diberikan kepada 

intansi tersebut dengan menjelaskan  segala sesuatu yang dilaksanakan, dilihat,  

maupun dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan ataupn kegagalan. 

Dengan maksud lain, laporan pertanggungjawaban ini tidak  hanya laporan 

kepatuhan dan kewajaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang 
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berlaku saat ini, tetapi  juga kinerja atas pelaksanaan suatu manajemen strategis 

yang mampu memberikan jawaban mendasar tentang apa yang harus 

dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini instansi pemerintah harus bisa 

melaporkan keberhasilan atas apa yang dicapai dan berani mengungkapkan 

kegagalan yang berhubungan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh 

pihak yang lebih tinggi. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak faktor mempengaruhi 

penerapan akuntabilitas, antara lain adalah pengendalian akuntansi, sistem 

pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundang-

undangan, akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi, motivasi, dan 

kompetensi. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan secara 

berjenjang, yang diawali dari akuntabilitas setiap instansi Pemda termasuk di 

dalamnya instansi pemerintah Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemda. 

Selanjutnya Pemda membuat akuntabilitas untuk DPRD dan Pemerintah Pusat 

(Putri, 2015) 
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Di wilayah Jepara, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, menerima 

penghargaan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 

2018, dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB). Penghargaan diserahkan langsung Menteri PANRB 

Syarifuddin, kepada bupati dengan didampingi Sekda Sholih, dan Asisten III 

Setda Jepara Edy Sujatmiko, Kabag Organisasi Setda Sih Mariani, di Four 

Points Hotel Makassar . Penghargaan SAKIP ini, diberikan kepada 174 

pemerintah daerah di wilayah III. Meliputi 12 pemerintah provinsi, yaitu DIY 

Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, 

papua, dan Papua Barat, serta 162 pemerintah kabupaten/kota di wilayah 

provinsi.Selain memberikan rapor SAKIP, Kementrian PANRB, juga memberi 

apresiasi terhadap Pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik. 

Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang diberikan, juga berisikan rekomendasi yang 

harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintah di 

setiap instansi pemerintah.Evaluasi yang dilakukan oleh Kementrian PANRB, 

juga bukanlah evaluasi terhadap dokument laporan kinerja, melainkan evaluasi 

terhadap seluruh sistim yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan hingga pelaporan.Dengan penghargaan ini, kinerja aparat 

pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif, sehingga akan cepat dan 

akurat menyentuh harapan masyarakat. “Seperti yang disampaikan pak menteri, 

apabila seluruh daerah telah mencapai SAKIP dengan nilai AA, maka pada 

tahun 2024 Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar Rp 900 Triliun,” kata 

dia. (Diskominfo/Jepara/Dian) 
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Faktor pertama yang mendukung adanya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah adalah implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. 

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual disajikan 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP sebagai 

pergantian dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara menjelaskan kebijakan reformasi keuangan negara/daerah dalam rangka 

mewujudkan good governance pada pemerintah pusat maupun daerah di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Adanya  penetapan  PP  No.  71  Tahun  2010  

maka  implementsi   standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memiliki 

landasan hukum. Dengan ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual  yang  harus  dilaksanakan  selambat lambatnya  

tahun  2015 (Putra dan Ariyanto, 2015). Setiap negara ingin  pemerintahan 

berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan good governance. Good 

governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem 

pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan bertanggung jawab 

sepenuhnya kepada masyarakat.Salah satu prinsip strategis untuk 

mengembangkan prinsip tata kelolea keuangan. Pencatatan akuntansi akan   

menyediakan informasi yang diperlukan  dan bermanfaat  untuk pihak-pihak 

yang membutuhkan .( Darma,2019) 

Faktor kedua yang mendukung adanya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah adalah pengawasan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan 

disusun untuk  menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan 

dan seluruh transaksi ang dilaksanakan dari suatu entitas pelaporan selama satu 
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periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan berkewajiban untuk melaporkan 

upaya-upaya yang dilaksanakan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 

kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. (Sardi, 

Rifa’,  dan Husnan,2016) 

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi 

pemerintah bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara 

umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan dalam 

rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun 

politik (Santoso dan Pambelum, 2008). Pengawasan kualitas laporan keuangan  

baik dari pihak internal maupun eksternal terhadap kualitas laporan keuangan 

instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan–urusan 

pemerintahan dapat lebih maksimal . (Sardi, Rifa’,  dan Husnan,2016) 

Faktor ketiga yang mendukung adanya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah adalah kejelasan sasaran anggaran. Perencanaan adalah  bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Dan juga, 

anggaran memiliki  posisi yang  penting, anggaran menggambarkan apa yang 

akan dilakukan dimasa yang akan datang. Pemikiran strategis dari tiap 

organisasi adalah  proses  manajemen berpikir tentang  bagaiamana intregritas 

aktivitas dapat menuju kearah tujuan organisasi. Anggaran dapat 

diinterprestasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan 

pengeluaran yang sesuai dengan keinginan akan terjadi dalam satu atau 

beberapa periode mendatang. Serta anggaran selalu menyertakan data 

penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu, Bastian (2006),Penelitian 
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yang dilakukan oleh Septriane (2012) tentang Pengaruh kejelasan sasaran 

anggaran dan penerapan akuntansi sektor pablik terhadap akuntanbilitas kinerja, 

bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

akuntanbilitas kinerja. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian Kewo (2014) 

yang menemukan semakin baik kejelasan terhadap sasaran anggaran yang ingin 

dicapai maka semakin baik akuntabilitas kinerja yang akan diraih.(Mikoshi,  

2020) 

Faktor keempat  yang mendukung adanya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi 

informasi dihubungankan dengan hal tersebut seperangkat peraturan prundang-

undangan telah digulirkan, salah satunya adalah Instruksi Presiden No. 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

adalah rangkaian sistematik sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual 

atau menggunakan aplikasi Komputer. Pemanfaatan teknologi informasi adalah 

perilaku/ sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan 

tugas dan meningkatkan kinerjanya.(Risky, Rusman, dan Zainuddin, 2019) 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak yang meneliti tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi akuntablilitas.Penelitian yang dilakukan oleh 

Dito Aditia Darma (2019) yang meneliti tentang pengaruh implementasi standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan pengawasan kualitas laporan 

keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang hasil semua 

variabel yang telah diuji berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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Penelitian lain tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang 

dilakukan oleh Surya Rio Pratama, Henri Agustin, Salma Taqwa (2019) atas 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan  variabel 

pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran 

anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan tidak 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Penelitian lain tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang 

dilakukan oleh Husnul Mubaraq (2017) atas akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dengan menggunakan  variabel pengaruh ketataan pada perundang-

undangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi aparatur 

pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten.Hal tersebut menunjukan kinerja instansi pemerintah kini lebih 

banyak mendapat sorotan karena semakin banyaknya instansi pemerintah 

kelihatan tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien 

karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukan 

peningkayan signifikan, keadaan tersebut menyebabkan semakin meningkatnya 

tuntutan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan publik 

yang lebih baik.Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya 

oleh Dito Aditia Darma (2019).Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pertama penelitian Dito Aditia Darma (2019) yang 

dilakukan di Sumatra Utara sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten 
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Jepara. Penambahan variabel kejelasan sasaran anggaran agar anggaran yang 

direncanakan dapat lebih optimal  dan  transparan  dan pemanfaatan teknologi 

informasi  ini  agar  pekerjaan  lebih efektif dan efisien, khususnya pada 

organisasi jasa, akan semakin cepat dan akurat dalam lembaga keuangan 

pemerintahan, karena untuk mendapatkan hasil yang lebih baik  serta 

meningkatkan  kualitas data yang telah di peroleh  yang dapat mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Berdasarkan penjelasan uraian  diatas, peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul: 

“Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 

Akrual, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, Kejelasan Sasaran 

Anggaran, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Pada OPD  Kabupaten Jepara)” 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Objek penelitian adalah OPD Kabupaten Jepara 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel dependen : akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

b. Variabel Independen : implementasi standar akuntansi 

pemerintah berbasis akrual, pengawasan kualitas laporan 

keuangan, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan 

teknologi informasi. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka persoalan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 

berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah? 

2. Apakah pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh  positif 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah? 

3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah? 

4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif  terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh implementasi standar akuntansi 

pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh pengawasan kualitas laporan 

keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

4. Menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Instansi Pemerintah  

Hasil penelitian ini selanjutnya dapat dijadikan masukan pihak instansi 

pemerintah khususnya mengenai akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dan penerapannya, serta berpengaruh terhadap pemerintah 

daerah untuk kedepannya. 

2. Bagi Peneliti Lain  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber acuan dan dapat menjadi 

referensi untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai sarana informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh 

implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, pengawasan 

kualitas laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

4. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam 

berpikir dan dapat menambah literatur perpustakaan sehingga dapat 

memberikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 


